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ABSTRAK 

 
Dalam Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan. Hal ini sesuai dengan 

isi Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Negara 

Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara 

Kesatuan, Indonesia mengakui adanya desentralisasi urusan pemerintahan ke 

satuan pemerintahan yang lebih rendah. Hal tersebut dijamin secara 

konstitusional dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Negara Indonesia pun tidak 

hanya mengenal adanya desentralisasi simetris, melainkan juga desentralisasi 

asimetris yang berarti suatu kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 

tertentu untuk menjaga NKRI. Aturan mengenai desentralisasi asimetris 

terdapat pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Aceh merupakan salah satu 

daerah yang diakui kekhususannya dengan mengatur mengenai syariat islam 

melalui qanun jinayat yang di landaskan dengan Undang Undang No 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun eksistensi qanun tersebut tidak lepas 

dari permasalahan hukum terkait materi muatan qanun dan implikasinya 

terhadap keberlakuan hukum pidana nasional di Aceh. Metode penelitian yang 

digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normative agar dapat 

menemukan suatu aturan hukum, menyelaraskan prinsip prinsip hukum, 

maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang muncul. Hasil 

pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan hukum 

jinayat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan pasal 15 Undang 

Undang No 12 Tahun 2011 serta mengetahui akibat hukum yang terjadi pada 

pengaturan hukum jianayat terhadap keberlakuan Hukum Pidana di Aceh. 

Kata Kunci: Aceh, qanun, jinayat 



xiv 
 

 

ABTRACT 

 

Indonesia is a unitary state. This is in accordance with the content of Article 1 

paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 

(hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) 

which states that "the State of Indonesia is a Unitary State, which is in the form 

of a Republic". As a Unitary State, Indonesia recognizes the decentralization 

of government affairs to lower government units. This is guaranteed 

constitutionally in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia. The Indonesian state also recognizes not only symmetrical 

decentralization, but also asymmetric decentralization, which means that a 

special authority is given to certain regions to protect the Republic of 

Indonesia. The rules regarding asymmetric decentralization are contained in 

Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia. Aceh is one of the regions that is recognized for its specialty by 

regulating Islamic law through qanun jinayat which is based on Law No. 11 of 

2006 on Aceh Governance. However, the existence of this qanun cannot be 

separated from legal problems related to the content of qanuns and their 

implications for the enactment of the national criminal law in Aceh. The 

research method used in this journal is normative legal research in order to 

find a rule of law, harmonize legal principles, and legal doctrine in order to 

answer legal issues that arise. The results of this discussion aim to determine 

the suitability of the legal arrangements for jinayat in Aceh Qanun Number 6 

of 2014 with article 15 of Law No.12 of 2011 and to find out the legal 

consequences that occur in jianayat legal arrangements on the enforceability 

of criminal lawin Aceh. 

Key word: Aceh, qanun, jinayat 
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